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BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 46 TAHUN
2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN

Menimbang

Mengingat

UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum Dbagi
pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
perumahan dan permukiman di Kabupaten Banyuwangi,
perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan
Prasarana, Sarana dan = Utilitas Perumahan dan
Permukiman.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembar Negara Nomor 4444);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun

2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Banuwangi Tahun 2014 Nomor 12).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah
Kabupaten Banuwangi Tahun 2016 Nomor 13).

9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2015

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana,
Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi
Nomor 15 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor
46 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi
Nomor 15 Tahun 2017 diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan pasal 9 ayat (2)diubah, sehingga pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pengembang wajib mengajukan surat permohonan penyerahan
kepada Bupati dengan tembusan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.

(2) Surat permohonan yang dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:

a. Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.

Sertifikat Hak Milik atas nama Pengembang.

Akta Pelepasan Hak Atas Tanah.

Fotocopi KTP Pengembang.

Fotocopi SIUP bagi pengembang yang berbadan hukum

-0 oa0

Surat keterangan diketahui RT, RW, Kelurahan dan
Kecamatan bagi pengembang perorangan.

(3) Dalam hal prasarana sarana dan utilitas perumahan
ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang atau yang
keberadaanya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada
Pemerintah Daerah, dapat diajukan oleh masyarakat perumahan
diketahui oleh RT, RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

2.Ketentuan pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga pasal 12
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang ditelantarkan/tidak
dipelihara oleh pengembang atau yang keberadaan pengembang
tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah
Kabupaten yang diwakili oleh RT/RW, dan diketahui
Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

(2) Proses penyertifikatan hak atas tanah akan dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten melalui instansi yang menangani aset
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 30



